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Abstrak

Dewasa ini, individu dengan disabilitas intelektual atau mental masih sering terancam kekerasan seksual, bahkan
sering menjadi korban kekerasan seksual dari keluarga dan lingkungan terdekat. Fenomena ini memunculkan
reaksi di kalangan caregiver disabilitas untuk mencegah kehamilan, dengan cara memberikan kontrasepsi secara
paksa kepada individu disabilitas tersebut dengan alasan mereka tidak mampu menjaga diri mereka sendiri.
Mirisnya lagi, tindakan pemasangan kontrasepsi paksa ini juga sering disetujui oleh tenaga medis. Menurut UU
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022, pemasangan kontrasepsi paksa sebenarnya termasuk kekerasan
seksual dan merupakan tindak pidana. Akan tetapi, implementasi perlindungan korban masih belum menyentuh
kalangan disabilitas dan lingkungan di sekitar mereka yang mungkin belum teredukasi tentang kekerasan seksual.

Di ranah kesehatan, sering kali terjadi pembiaran praktik pemasangan kontrasepsi paksa yang diakibatkan
tidak adanya standar prosedur yang jelas terkait pemberian informed consent bagi individu dengan disabilitas
intelektual dan atau mental. Secara umum dapat dipahami jika caregiver mengambil alih proses informed consent
sebagai wakil pasien yang dianggap tidak kompeten untuk membuat informed consent, akan tetapi pemindahan
kuasa tersebut seharusnya tidak dilakukan sendiri, melainkan ditentukan oleh pengadilan. Selain itu, harus
mempertimbangkan proses dan hasil terapi yang memungkinkan individu dengan disabilitas mental dan intelektual
tersebut dapat atau mampu memberikan consent.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dalam mengimplementasikan UU TPKS di ranah kesehatan yang berfokus
melindungi individu disabilitas di fasilitas layanan kesehatan. Dibutuhkan sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan
seksual kepada tenaga medis dan caregiver disabilitas, juga harus ada dorongan pembuatan standar prosedur
yang baik menyangkut tindakan pemberian kontrasepsi dan pembuatan informed consent. Implementasi ini
harus dipantau oleh seluruh anggota masyarakat mulai dari RT/RW, komunitas, lembaga swadaya masyarakat,
hingga dinas kesehatan setempat.
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Latar Belakang

Kekerasan seksual termasuk pemaksaan kontrasepsi pada individu disabilitas, di antaranya disabilitas mental
dan intelektual, masih belum menjadi perhatian masyarakat bahkan institusi kesehatan sebagai pemberi layanan.
Merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 4 ayat 1, pemaksaan kontrasepsi
termasuk dalam salah satu kategori kekerasan seksual. Adapun ‘pemaksaan’ yang dimaksud adalah intervensi
kesehatan terhadap tubuh seseorang tanpa melewati informed consent atau ‘persetujuan yang terinformasikan’
pada individu yang bersangkutan.

Menurut American Psychiatric Association (APA) tahun 2024, disabilitas intelektual merupakan kondisi di mana
terdapat keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan adaptif. Fungsi intelektual meliputi kemampuan
berpikir, belajar, dan memecahkan masalah; sementara fungsi adaptif meliputi keterampilan praktis sehari-hari
seperti komunikasi, keterampilan sosial, dan kemampuan hidup mandiri. Sementara itu, menurut World Health
Organization (WHO) tahun 2022, disabilitas mental umumnya ditandai dengan beberapa kombinasi pikiran,
emosi, perilaku, dan hambatan dalam hubungan sosial. Disabilitas mental meliputi depresi, gangguan cemas,
skizofrenia, gangguan bipolar, dan lain-lain.

Pembahasan

Perempuan Disabilitas Rentan Kekerasan Seksual, termasuk Pemaksaan
Kontrasepsi

Pada bulan Juli 2022, Komunitas Dokter Tanpa Stigma mengadakan workshop kolaborasi dengan Komunitas
Sehatara dan Rutgers WPF yang bertajuk Menjadi Edukator Kespro untuk Teman Tuli. Dalam workshop tersebut,
bergulir cerita-cerita miris tentang perempuan disabilitas yang rentan mengalami kekerasan seksual dan kurang
mendapatkan edukasi seksualitas komprehensif sehingga terhambatnya akses mereka terhadap layanan hukum
dan kesehatan. Menurut WHO, perempuan dengan disabilitas memiliki kemungkinan tujuh kali lebih besar
mengalami pelecehan seksual dibandingkan perempuan non disabilitas. Sementara itu, data Komnas Perempuan
menyebutkan di antara ragam disabilitas, yang paling sering menjadi korban kekerasan adalah disabilitas intelektual,
yaitu sebanyak 45%.

Para pendamping korban kekerasan seksual dari komunitas mengungkapkan bahwa perempuan dengan
disabilitas mental dan intelektual memang sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Sayangnya, data yang
tersedia juga sangat minim. Menurut RK, seorang perempuan pendamping dari Suluh Perempuan, sejak tahun
2018 hingga tahun 2022 ia telah mendampingi lebih dari tujuh kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan
disabilitas mental dan intelektual. Para korban diperkosa hingga hamil, dieksploitasi secara seksual, dipaksa
menikah dengan pelaku yang merupakan orang terdekat, hingga dilakukan pemasangan kontrasepsi tanpa
informed consent. Pun, mereka tidak memiliki BPJS Kesehatan atau layanan asuransi kesehatan lainnya serta
tidak mendapatkan layanan kesehatan jiwa (keswa).

Persoalan-persoalan tersebut, termasuk pemaksaan kontrasepsi, tentunya sangat memperburuk kondisi dan
status kesehatan perempuan. Idealnya, pemasangan kontrasepsi dilakukan dengan sesi konseling terlebih dahulu
yang bertujuan untuk membuat assessment medis. Ini dilakukan karena berbagai metode kontrasepsi memiliki
indikasi dan kontraindikasi yang berbeda-beda. Jika penggunaan kontrasepsi dilakukan secara paksa, kemungkinan
besar proses konseling dan assessment ini dilewatkan, sehingga akan menimbulkan bahaya terhadap kesehatan
individu dengan disabilitas. Dengan demikian, pemaksaan kontrasepsi tentunya sangat merendahkan martabat
perempuan dan juga melanggar hak asasi manusia, termasuk hak otonomi tubuh dan hak kesehatan seksual
dan reproduksi (HKSR). Ini merupakan bentuk pengendalian paksa atas tubuh perempuan yang berakar dari
anggapan tentang ketidakberdayaan perempuan disabilitas untuk mengambil keputusan.

Fenomena ini juga berinterseksi dengan paradigma layanan kesehatan yang masih sangat feodal dan kental
dengan stigma. Dalam lingkup masyarakat yang patriarkis, pemasangan kontrasepsi tanpa consent terhadap

PROSIDING i P\ J4V.N
46 KONFERENSI PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN IV 44
444 A\



o KONFERENSI 'Iv
PENGETAHUAN
o2 DARI PEREMPUAN

perempuan disabilitas mental dan intelektual kerap dinormalisasi sebagai hal yang wajar karena besarnya stigma
terhadap gangguan jiwa. Padahal, dilihat dari aspek medis, berbagai kondisi gangguan mental dapat diberikan
intervensi psikiatri seperti medikasi dan psikoterapi, untuk mengembalikan kemandirian individu dan memastikan
perempuan dapat berdaya dalam pengambilan keputusan atas tubuhnya sendiri.

Layanan Keswa yang Baik Berkelindan dengan Perbaikan Edukasi
dan Kesadaran HKSR

Situasi edukasi kesehatan reproduksi (kespro) di Indonesia memang masih sangat kurang karena dianggap
tabu, dan edukasi masih terbatas pada ruang formal. Selain itu, layanan keswa yang tidak adekuat juga merupakan
salah satu akar masalah yang ada. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil kurang teredukasi untuk mencari
akses keswa, selain itu juga tidak memiliki akses karena lokasi mereka sangat jauh dari fasilitas kesehatan (faskes)
yang ada.

Kesadaran keswa yang minim membuat keluarga cenderung menganggap bahwa individu disabilitas mental
‘tidak akan pernah sembuh’ Keluarga juga beranggapan bahwa keterbatasan kognitif sudah pasti menyebabkan
mereka tidak mampu memahami penjelasan tentang kesehatan. Padahal, dengan terapi rutin dan teratur, ada
kemungkinan mereka dapat kembali menjalankan fungsi sehari-hari dengan baik. Di samping itu, assessment
berulang untuk menilai sejauh apa keterbatasan komunikasi mereka masih dapat dilakukan. Kesadaran untuk
mencari bantuan tenaga profesional keswa ini harus digalakkan agar individu disabilitas tidak terus-menerus
berada dalam kondisi tidak berdaya.

Selain itu, pemahaman tenaga kesehatan cenderung masih bias, normatif, dan kerap berpatokan pada nilai
agama. Padahal, pengetahuan objektif yang komprehensif tentang keswa dan HKSR seharusnya menjadi rujukan
utama. Nilai-nilai ini termaterialisasi dalam setiap standard operating procedure (SOP) layanan kesehatan,
khususnya dalam implementasi layanan HKSR. Di berbagai faskes, belum ada SOP yang jelas mengenai layanan
terhadap perempuan disabilitas mental dan intelektual, termasuk pengambilan keputusan yang tidak berbasis
pada subjek penerima layanan.

Edukasi seks yang komprehensif juga merupakan poin yang sangat penting dalam menghadapi kekerasan
seksual, termasuk pemaksaan kontrasepsi. Dari tulisan ilmiah The Intersections of the CEDAW and CRPD: Putting
Women’s Rights and Disability Rights into Action in Four Asian Countries tahun 2010, salah satu poin terpenting
yang dapat kita perhatikan adalah betapa krusialnya edukasi seks yang baik. Dengan edukasi, berbagai mitos dan
stigma terkait kontrasepsi bisa disingkirkan, termasuk juga untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang
prosedur pemasangan kontrasepsi yang benar.

Dilema Informed Consent Disabilitas Mental dan Intelektual

Kasus terkenal conservatorship dan pemaksaan pemasangan intrauterine device (IUD) yang menimpa Britney
Spears membuat kita kembali mempertanyakan, apakah pengambilalihan otonomi seseorang di tangan wali memang
merupakan solusi terbaik untuk individu disabilitas mental? Karena dianggap tidak bisa memberi consent, semua
keputusan medis untuk individu disabilitas mental dan intelektual sering diambil alih oleh wali atau caregiver,
termasuk keputusan untuk melakukan pemasangan kontrasepsi. Selain itu, mengingat kasus tersebut menimpa
selebriti yang datang dari kelas ekonomi menengah atas dan berpendidikan, kita juga harus bertanya-tanya,
bagaimana nasib rakyat biasa yang memiliki status ekonomi serta pendidikan rendah dalam hal kontrasepsi?

Di Indonesia sendiri, masyarakat belum teredukasi tentang legalitas wali dan tenaga medis banyak yang belum
melek hukum terkait hal ini. Akibatnya, sering terjadi permintaan caregiver untuk pemasangan kontrasepsi
pada pasien disabilitas disetujui oleh tenaga medis, meskipun dilakukan tanpa informed consent pasien yang
bersangkutan. Padahal, seharusnya ada SOP di faskes untuk memastikan adanya surat dari pengadilan bahwa
pasien tersebut memang tidak mampu memberikan consent sehingga harus diwakilkan wali.

Dalam beberapa kasus tertentu, pihak keluarga individu disabilitas bisa saja ingin memastikan akses kontrasepsi
sebagai solusi paling logis dalam situasi dan kondisi mereka saat itu. Ada baiknya kita melakukan pendekatan yang
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berbeda untuk tiap-tiap kasus, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan kehormatan individu dalam pembuatan
keputusan yang bersifat life-changing ini. Sebisa mungkin, prosedur permintaan hak perwalian sebaiknya tetap
diikuti, jika keluarga ingin membuat keputusan atas dasar niat baik demi kebaikan individu tersebut.

Lebih jauh lagi, guardianship sebenarnya bukan satu-satunya solusi. Pada bulan September 2021, National
Partnership for Women and Families bekerja sama dengan Autistic Self Advocacy Network mengajak kita semua
untuk mengadvokasi agar lembaga pemerintahan dapat memperluas regulasi yang sudah ada terkait disabilitas,
agar individu disabilitas yang hidup di bawah kuasa wali tetap bisa mendapatkan haknya sesuai kehormatan
dan martabatnya sebagai manusia. Caranya adalah dengan menggunakan model supported decision making.
Dengan pendekatan ini, tugas wali bukanlah semata membuat keputusan sepihak terkait individu disabilitas,
tetapi membantu mereka mengambil keputusan tanpa melupakan keinginan dan hak individu sebagai pemegang
otoritas utama dalam pengambilan keputusan.

Masalah pemaksaan kontrasepsi pada individu disabilitas mental dan intelektual memang sangatlah pelik. Oleh
karena itu, kita harus dapat mengimplementasikan semangat UU TPKS di ranah kesehatan, untuk memberikan
perlindungan terhadap individu disabilitas di faskes. Usaha ini tentunya merupakan tugas kita bersama, dan
harus dipantau serta didukung oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari akar rumput hingga lembaga legislatif.
Perjalanan masih panjang, akan tetapi perjuangan harus terus berlanjut.
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